
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor        Tahun 2021 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020, yang merupakan  Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 217,  Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
 

SALINAN 



 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 

tentang  Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

 

 



 

 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang  Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 90 Tahun 2004) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang  Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana  Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4641); 



 

 

 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 
Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);  

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 

3 Seri A); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor    7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 

Nomor 2 Seri A); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

 



 

 

 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 

terdiri dari : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli 

Daerah 
Rp    683.432.674.809,81 

b. Dana 

Perimbangan 
Rp 1.604.813.796.610,00 

c. Lain-Lain 
Pendapatan yang 

Sah 

Rp    117.013.835.678,00 

Jumlah 

Pendapatan 

Rp 2.405.260.307.097,81 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp    747.424.465.750,30 

2) Belanja Bunga Rp                            0,00 

3) Belanja Subsidi Rp                            0,00 

4) Belanja Hibah Rp    318.197.523.911,00 

5) Belanja 

Bantuan Sosial 
Rp      587.000.000,00 

6) Belanja Bagi 

Hasil 
Rp    330.833.067.997,21 

7) Belanja 
Bantuan 

Keuangan 

Rp      40.658.770.482,00 

8) Belanja Tidak 

Terduga 
Rp      26.104.864.180,00 

 Rp 1.463.855.692.320,51 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp    196.270.960.726,00 

2) Belanja Barang 

dan Jasa 

Rp    478.541.675.862,32 

3) Belanja Modal Rp    436.502.107.450,47 

 Rp 1.111.314.744.038,79 

Jumlah Belanja Rp 2.575.170.436.359,30 

(Defisit) (Rp  169.910.129.261,49) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp    219.446.867.864,11 

b. Pengeluaran Rp                            0,00 

Jumlah 

Pembiayaan Neto 

Rp    219.446.867.864,11 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan                                          

Rp  49.536.738.602,62 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
I Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke 

dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 4  merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung ini. 

 



 

 

 

 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 17 September 2021 
 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

ERZALDI ROSMAN 
 
Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 17 September 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

NAZIARTO 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021       
NOMOR 6 SERI A 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

SYAIFUDDIN 
Pembina Utama Madya / IV/d 
NIP. 19630312 198503 1 013 


